QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati bersama
DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten sesuai dengan hasil evaluassi,

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dilakukan agar Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019 tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pembangunan
Kabupaten, Kebijjakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas
Anggaran Sementara, serta Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh
Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pe
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkunga
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Re
Indonesia Nomor 1092);

mbentukan
n Daerah
Indonesia
publik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Paiak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43553);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
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Keuangan  dan  Kinevjn  Instansi Pemerintah
Republik Indonesia Tuhun 2006 Nomor 25, Taimbohan
Negara Republik Indonesin Nomor 46141),

Lertsabssaraan

Peraturan  Pemerintah Nomor 3 Tahuan 2007 tentang Taporan
Penyelenggaraan Pemerintah Dacrah kepada Pemerintah, Laporan
Pertanggungjnwaban  Kepala  Dacranh  kepada  Dewan Perwarkilan
Rakyat Dacrah dan Informasi Penyelengpgaraan Pemerintah Dacrah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693),

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negpara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjarnan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123
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Tambahan Lembaron Neponra Republik Indonesin Momor  57,750),
sebagmana telaoh divdhah denpgan Penturnn Permmenimitoh Noraaor 47/
Tohun 2015 tentang Peruabahan Atna Pernturnn Pesnerintah Moo
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelakannn Undang Undang Noraos
6 Tahun 201014 tentanp, Desa (lembaran Neparn Repuablike Indone s
Tahun 2015 Nomor 157, Tambiahan Lembaaan Nepoara Republik
Indonesia Nomnor 5717);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
vang Bersumber Dari Anpgaran Pendapatan dan Belanga Neopara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 10,8,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor  555%),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemernimtah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintanh Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Angparan
Pendapatan dan  Belanja Negara (Lembaran Nepara  Repubhik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5694);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyeclenggaran Pemerintaban Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nornor 6041);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 nomor
106, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 6057);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

31, Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh
Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Seclatan
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008

Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN
dan

BUPATI ACEH SELATAN




MIEMUTUSBKAN

Menetnpkan i OANUN  TIENTANGOG IMSIRUBATIAN ANGGARAN PIENDAPATAN IOAN
BELANJA KABUPATIEN ACEH SELATAN TAHUN ANGOGARAN 2019

Pavand 1

Perubahan Angegaran Pendapaton dan Belingn Kabupaten Tuhun

berikut:

1.

(1)

Pendanpatan
n Scemula Rpl.H03 208 .674.523,00

h Bertunbah /(bherkutang) Rp _ 490.075,000,00
Jumlah pendapatan sctelanh perubahiam

Belanga
a.  Scmula Rp1.533.208.671.523,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp N 70.A72,030,23

Jumlah belanja setelah perubahan
Surplus/(Defisit) setelah perubahan

Pembiayaan

a. Penerimaan
1. Semula Rp 30.000.000.000,00
2. Bertambah/ (berkurang) Rp  19.280.397.036,23

Jumlah penerimaan setelah perubahan

b.  Pengeluaran
1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang) RpO,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan

Pembiayaan Netto setelah perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
tahun berkenaan(SiLI’A) setelah perubahan

Pasal 2

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan asli daerah
1. Semula Rp 148.619.299.296,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
b. Dana perimbangan

i Semula Rp 971.517.495.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan

c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah
1. Semula Rp 383.071.880.227,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 490.075.000,00

Anpparan 2019 we bz

Rp1.503.608.7149 523,00

RD1.552.985.146.559,23

Rp(49.286.397.036,23)

Rp 49.286.397.036,23

Rp0O,00

Rp49.286.397.0306,23

Rp. 0,00

Rp148.619.299.296,00

Rp 971.517.495.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah
Setelah perubahan

Rp 383.561.955.227,00
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()

Pendapatan ash dacrah se

a

b.

bHagmmana dimaksud pada ayvat (1) huruf a tercdhiri dari
Pajak daerah
Rp 10.781.149 386,00

1. Semula
1.109.681.091 ,00

2. Bertambah/{berkurang) Rp A 3 ,
Jumlah pajak daeinh setelah perubahan Rp 11.950.830.477,00

Retnbust daerah
1 Semula

2. Bertambal/(berkurang) Rp.
Jumlah retnibusi daerah setelah pet uhah;m

kayvaan daerah yang dipisahkan
Rp 6 500.000.000,00

Rp_ (274.751.011,00)

Rp 9 500 637.310,00

_0206.000.000,00
Rp 10.126.637.310,00

Hasil pengelolaan ke
1. Semula
2 Rertambah/(berkurang)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan dacrah yang
dipisahkansetelah perubahan Rp 6.225.248.989,00
Zakat
1. Semula Rp 7.598 000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp (1 .000.000.000,00)
Rp 6.598 000.000,00

Jumilah zakat setelah perubahan
Lain-laimn pendapatan asli daerah yang sah
1 Semula Rp 114.239.512 600,00

2 Bertambah/ (berkurang) 59*15;;9._9v39;g§0,00|

<.

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

setelah perubahan Rp 1 13.718.582.520,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a.

Transfer umum
1. Semula Rp 676.738.954.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Transfer umum setelah perubahan

Transfer Khusus
1. Semula Rp 294.778.541.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Transfer Khusus setelah perubahan

Rp 676.738.954.000,00

Rp 294.778.541.000,00

Lan-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

terdiri dari :

a.

Pendapatan hibah

1. Semula Rp 25.381.440.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan Rp 25.381.440.000,00
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

1. Semula Rp 31.818.359.032,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 370.075.000,00

Jumiah Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan

pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 32.188.434.032,00
Dana penyesuaian

1. Semula Rp 203.653.902.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Dana penyesuaian setelah perubahan Rp 203.653.902.000,00



(n

(2)

(3)

Bontuan kewangan darl provins ntoo dati pemerintah daceah lnvinimyn

1. Semula Wp 122 218.1°79.1905,00

2 Hertnmbiah /(beykurang) Ip 1220 000,000 00

Jumlah Bantian kevangan dath provinmss atinn dnti

pemerintah dacrahy bunnyn setelah perubahinn I 122 3318 179,190 00

Pivsind 3

Belanya sebapmimana dunnkoaud dalam powsial 1 tesding dari

L

Isediangin idak lnngsung,

1. Somula Rp B70.#02.215.69.4,00

2. Dertumbah/(berkuvang) Rp (1 HO7.OB2.7750,142)

Jumilah Belangn bdak lngsung sctelah perababum Rp  HOK.OUL 132 900,08
Belanga lnngsung,

1. Scemula Rp 0624001458 830,00

2. Bertambah/(herkurang) Rp 21, HH3 HLA H22,00

Jumlah Belanja langsung setelah pernbahan Rp  6GH3.990.013.652,65

Belanja tidak langsung schagnimana dimaksud pada aynt (1) hurufl a terdiri daori

a

Belanja pegawit

1. Semula Rp 562,444 808.007,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp (3.290.911.968,42)

Jumlah belanja pepnwm setelah perubinhian RpPHHI.1H3. 800 128,64
Belania subsidi

1. Semula Rp 675.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubithian Rp6H75.000.000,00
Belanja hibah

1. Semula Rp 10.0145.400.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp496.100.000,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 10.5141.500.000,00
Belan)a bantuan sosial

1. Semula Rp 21.451.500.000,00

2. Bertambah/ (berkurang) Rp172.500.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 21.624.000.000,00
Belanja bag hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa

1. Sernula Rp 2.028.178.0669,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp = 796.644.144,00

Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/

kota dan pemerintah desa setelah perubahan Rp 2.824.822.813,00
Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa
1. Semula Rp 271.657.328.927,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 18.585.038,00

Jumlah belanja bantuan kcuangankepada provinsi/

kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan Rp 271.675.913.965,00
Belanja tidak terduga

1. Semula Rp 2.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 2.500.000.000,00

Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a.

Belanja pegawai
1. Semula Rp 45.221.136.250,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp__ 167.040.271,00



Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 45.388.176.521,00

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula Rp 344.100.407.783,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 17.964.127.527,84

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 362 064.535.310,84

c. Belanja modal

1. Semula Rp 273.084.914.797,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp3.452.387.023.,81

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 276.537.301.820,81

Pasal 4

(1) Pembiayaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula Rp 30.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 19.286.397.036,23

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 49.286.397.036,23
b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0.00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Silpa tahun anggaran scbelumnya

1. Semula Rp 30.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 19.286.397.036.,23

Jumlah Silpa tahun anggaran sebelumnya

setelah perubahan Rp 49.286.397.036,23
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiranl Ringkasan Perubahan APBK;

2. Lampiranll Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

3. LampiranlIl a Ringkasan Perubahan APBK menurut Organisasi dan Urusan
Pemerintahan Daerah;

4. LampiranIl b Ringkasan Perubahan APBK menurut Organisasi dan Urusan
Pemerintahan Daerah;

5. Lampiran IlI Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program dan Kegiatan;

Lampiran IV a Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana;

Lampiran IV b  Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah;

Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

10. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

11. Lampiran VI1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah;
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12. Lampiran V11 Daftar Kewiatan-keguatan Tahun Anggaran  scbelumnva yang belum
diselesaikan dan dinngegarkan kembah dalam Tahun Anggaran iny;
13. LampiranXIll Daftar Perubahan Pmjaman Daerah  dan Obhgasi Daerah  Tahun

Anggaran 2019,

Pasal 6
. - 8 £
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran  Perubahan Angearan Pendapatan dan
Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional  pelaksanaan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
Pasal 7
Qanun 1ni mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun int dengan

penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Agustus 2019 M
27 Dzulhijjah 1440 H

BUPATT ACIKH SELATAN,

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Agustus 2019 M
27 Dzulhigjah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

'_%Sﬁ_‘\

NASJUDDIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 5
NOMOR REGISTRASI QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH, (5/80/2019)




